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Abstract

This research is motivated by the economic condition of the Selayar Islands, which depends on the micro, small,
and medium enterprises (MSMESs) sector, including the traditional Sarikung cake business managed for
generations by the local community. Limited capital is the main obstacle for entrepreneurs to increase production
capacity. Bank Sulselbar Syariah Selayar Branch exists as a financial institution that provides financing based on
sharia principles, butin its implementation there is still a gap between the normative provisions of sharia economic
law and actual practice in the field. This study aims to: analyze the application of sharia economic law principles
in the practice of financing the traditional Sarikung cake business at Bank Sulselbar Syariah Selayar Branch; and
identify obstacles in the application of sharia economic law principles and their impact on the sustainability of the
Sarikung business in the Selayar Islands. The method used is normative-empirical legal research with a qualitative
approach, through semi-structured interviews, observation, and documentation of six informants consisting of
sharia financial institutions, business actors, and academics/local religious figures.The results show that: Bank
Sulselbar Selayar has applied the murabahah contract as the main contract in Sarikung financing with application
procedures that refer to the principles of transparency and fairness; however, the application of mudharabah and
musyarakah contracts is still limited due to low sharia financial literacy among business actors; The main
obstacles include limited sharia financial literacy, geographical constraints of the islands, collateral requirements
that burden micro businesses, and minimal socialization of sharia contracts in the community. This study
recommends increasing sharia financial education, expanding digital services, and developing community-based
collateral-free financing schemes.
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Abstrak

Penelitian ini dilator belakangi oleh kondisi perekonomian Kepulauan Selayar yang bergantung pada sektor
usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), salah satunya usaha kue tradisional Sarikung yang dikelola secara
turun-temurun oleh masyarakat lokal. Keterbatasan modal menjadi hambatan utama pelaku usaha untuk
meningkatkan kapasitas produksi. Bank Sulselbar Syariah Cabang Selayar hadir sebagai lembaga keuangan yang
menyalurkan pembiayaan berbasis prinsip syariah, namun dalam implementasinya masih terdapat kesenjangan
antara ketentuan normatif hukum ekonomi syariah dengan praktik nyata di lapangan. Penelitian ini bertujuan
untuk: menganalisis penerapan prinsip hukum ekonomi syariah dalam praktik pembiayaan usaha kue tradisional
Sarikung pada Bank Sulselbar Syariah Cabang Selayar; dan mengidentifikasi hambatan dalam penerapan prinsip
hukum ekonomi syariah serta dampaknya terhadap keberlanjutan usaha Sarikung di Kepulauan Selayar. Metode
yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara
semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi terhadap enam narasumber yang terdiri atas pihak lembaga
keuangan syariah, pelaku usaha, dan akademisi/tokoh agama lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Bank
Sulselbar Selayar telah menerapkan akad murabahah sebagai akad utama dalam pembiayaan Sarikung dengan
prosedur pengajuan yang mengacu pada prinsip transparansi dan keadilan; namun penerapan akad mudharabah
dan musyarakah masih terbatas karena rendahnya literasi keuangan syariah pelaku usaha; Hambatan utama
mencakup keterbatasan literasi keuangan syariah, kendala geografis kepulauan, persyaratan jaminan yang
memberatkan usaha mikro, serta minimnya sosialisasi akad syariah di masyarakat. Penelitian ini
merekomendasikan peningkatan edukasi keuangan syariah, perluasan layanan digital, dan pengembangan skema
pembiayaan tanpa agunan berbasis komunitas.

Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Pembiayaan Syariah, UMKM, Kue Tradisional Sarikung, Bank Sulselbar
Selayar.
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PENDAHULUAN

Kepulauan Selayar merupakan salah satu daerah kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan yang
memiliki karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang khas. Wilayah ini terdiri atas gugusan pulau
yang terpisah oleh lautan, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi oleh keterbatasan
akses transportasi, infrastruktur, serta distribusi barang dan jasa (BPS Kabupaten Kepulauan Selayar,
2024). Kondisi tersebut menyebabkan struktur perekonomian masyarakat cenderung bertumpu pada
sektor primer dan usaha berskala kecil berbasis rumah tangga. Dalam kondisi demikian, kemampuan
masyarakat dalam mengakses sumber permodalan formal relatif terbatas, sehingga berdampak pada
lambatnya pengembangan usaha secara berkelanjutan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; OJK,
2024).

Namun demikian, pengembangan UMKM di Kepulauan Selayar masih menghadapi berbagai
permasalahan, terutama dalam hal akses terhadap pembiayaan. Keterbatasan agunan, persyaratan
administratif yang kompleks, serta rendahnya literasi keuangan menyebabkan pelaku UMKM sulit
mengakses lembaga keuangan formal. Akibatnya, sebagian pelaku usaha masih bergantung pada
pembiayaan informal yang berisiko tinggi dan berpotensi merugikan dalam jangka panjang. Kondisi ini
menunjukkan adanya kebutuhan terhadap sistem pembiayaan alternatif yang tidak hanya memberikan
kemudahan akses, tetapi juga menjamin keadilan dan keberlanjutan usaha (Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2008; OJK, 2024).

Dalam hal ini, ekonomi syariah hadir sebagai sistem ekonomi yang menawarkan solusi berbasis
nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan (Antonio, 2001; Karim, 2017). Prinsip-prinsip
dalam hukum ekonomi syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maisir, serta penekanan pada
kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam transaksi, menjadi landasan penting dalam menciptakan
sistem ekonomi yang lebih etis dan berkelanjutan (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008; DSN-MUI,
2000). Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam kegiatan pembiayaan diharapkan
mampu memberikan perlindungan sekaligus pemberdayaan bagi pelaku usaha kecil.

Meskipun demikian, pelaku usaha kue tradisional Sarikung masih menghadapi berbagai kendala,
terutama dalam aspek permodalan. Keterbatasan modal menghambat peningkatan kapasitas produksi,
kualitas produk, serta inovasi usaha. Selain itu, penggunaan teknologi yang masih sederhana dan
manajemen usaha yang belum optimal turut memengaruhi daya saing usaha. Oleh karena itu, keberadaan
pembiayaan berbasis syariah yang sesuai dengan karakteristik usaha menjadi sangat penting dalam
mendukung keberlanjutan usaha tersebut (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Ascarya, 2015).

Di sisi lain, implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam praktik pembiayaan oleh
Bank Sulselbar Syariah Cabang Selayar selalu berjalan secara optimal. Masih terdapat berbagai
tantangan, seperti rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di kalangan pelaku usaha, keterbatasan
pemahaman terhadap akad-akad syariah, serta potensi ketidaksesuaian antara praktik di lapangan
dengan prinsip syariah yang seharusnya diterapkan (OJK, 2024; KNEKS, 2023). Hal ini menimbulkan
adanya kesenjangan antara konsep ideal ekonomi syariah dengan realitas praktik pembiayaan yang
terjadi.

Berdasarkan uraian tersebut, penting dilakukan penelitian untuk menganalisis secara mendalam
bagaimana penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam praktik pembiayaan usaha kue
tradisional Sarikung pada Bank Sulselbar Syariah Cabang Selayar. Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan gambaran yang komprehensif mengenai mekanisme pembiayaan, tingkat kesesuaian
dengan prinsip syariah, serta kontribusinya terhadap keberlanjutan usaha dan pemberdayaan ekonomi
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masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam pembiayaan tidak hanya
menitikberatkan pada penggunaan akad-akad syariah secara formal, tetapi juga pada substansi
pelaksanaannya di lapangan. Dalam praktiknya, suatu pembiayaan dikatakan sesuai dengan prinsip
syariah apabila memenuhi unsur keadilan (‘adl), keterbukaan (transparansi), serta terbebas dari unsur
riba, gharar, dan maisir (Antonio, 2001; Karim, 2017; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008). Oleh
karena itu, penting untuk mengkaji tidak hanya bentuk akad yang digunakan, tetapi juga mekanisme
pelaksanaan, proses transaksi, serta hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah dalam pembiayaan
tersebut.

Selain itu, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pembiayaan idealnya tidak hanya
berorientasi pada keuntungan finansial semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek kemaslahatan
dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Ascarya, 2015; Antonio, 2001). Hal ini menjadi sangat relevan
dalam konteks pembiayaan UMKM, di mana pelaku usaha tidak hanya membutuhkan modal, tetapi juga
pendampingan dan keadilan dalam hubungan pembiayaan. Dengan demikian, keberhasilan penerapan
prinsip-prinsip syariah dapat dilihat dari sejauh mana pembiayaan tersebut mampu meningkatkan
kesejahteraan pelaku usaha secara berkelanjutan.

Namun, realitas di lapangan sering menunjukkan adanya perbedaan antara konsep ideal dengan
praktik yang terjadi. Dalam beberapa kasus, pembiayaan syariah masih cenderung menyerupai sistem
konvensional, terutama dalam hal penentuan margin keuntungan, mekanisme pembayaran, serta
minimnya pemahaman nasabah terhadap akad yang digunakan (Ascarya, 2015; OJK, 2024). Kondisi ini
menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah belum sepenuhnya optimal dan
masih memerlukan evaluasi yang mendalam.

Oleh karena itu, kajian terhadap penerapan prinsip hukum ekonomi syariah dalam praktik
pembiayaan menjadi sangat penting pada Bank Sulselbar Syariah Cabang Selayar. Penelitian ini tidak
hanya berupaya melihat kesesuaian antara teori dan praktik, tetapi juga mengidentifikasi sejauh mana
prinsip-prinsip syariah benar-benar diimplementasikan dalam mendukung keberlanjutan usaha mikro,
usaha kue tradisional Sarikung sebagai bagian dari ekonomi lokal masyarakat Kepulauan Selayar
(Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Antonio, 2001).

Dalam perspektif kelembagaan, keberhasilan penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah
juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas internal lembaga keuangan syariah itu sendiri. Hal ini meliputi
pemahaman sumber daya manusia terhadap akad-akad syariah, sistem pengawasan internal, serta
kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan oleh otoritas terkait (Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2008; OJK, 2024). Apabila aspek-aspek tersebut belum berjalan secara optimal, maka potensi terjadinya
penyimpangan dalam praktik pembiayaan akan semakin besar, meskipun secara administratif telah
menggunakan label syariah.

Lebih lanjut, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pihak yang bertugas
mengawasi kesesuaian praktik lembaga keuangan dengan prinsip syariah menjadi faktor penting dalam
menjamin integritas sistem pembiayaan syariah. Namun, dalam praktiknya, efektivitas pengawasan
tersebut sering kali menghadapi keterbatasan, baik dari segi intensitas pengawasan maupun pemahaman
teknis terhadap kondisi riil di lapangan (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008; DSN-MUI, 2000). Hal
ini dapat berdampak pada belum optimalnya implementasi prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh.

Di sisi lain, karakteristik pelaku UMKM di daerah Kepulauan Selayar yang sebagian besar masih
memiliki keterbatasan dalam literasi keuangan dan pemahaman terhadap konsep syariah juga menjadi
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tantangan tersendiri. Banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami perbedaan mendasar
antara sistem pembiayaan syariah dan konvensional, sehingga dalam praktiknya mereka cenderung
hanya berfokus pada kemudahan akses pembiayaan tanpa mempertimbangkan aspek kesesuaian syariah
secara substantif (KNEKS, 2023; OJK, 2024).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam
pembiayaan tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga keuangan, tetapi juga memerlukan partisipasi
aktif dari nasabah sebagai pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan adanya sinergi antara lembaga
keuangan syariah, pelaku UMKM, dan pihak terkait lainnya dalam menciptakan sistem pembiayaan
yang tidak hanya sesuai secara formal, tetapi juga substansial dengan nilai-nilai syariah (Antonio, 2001;
Ascarya, 2015).

Dengan berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini menjadi semakin relevan untuk dilakukan,
karena tidak hanya mengkaji aspek normatif, tetapi juga menggali realitas empiris di lapangan. Fokus
pada usaha kue tradisional Sarikung sebagai objek penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran
yang lebih spesifik mengenai bagaimana prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah diterapkan dalam
konteks usaha mikro berbasis kearifan lokal, serta bagaimana dampaknya terhadap keberlanjutan usaha
dan kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Selayar (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Antonio,
2001).

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian yang
mengkaji hukum tidak hanya pada tataran peraturan perundang-undangan (law in the books), tetapi juga
pada penerapannya dalam kehidupan masyarakat (law in action). Pendekatan ini dipilih untuk
menganalisis kesesuaian antara norma-norma hukum ekonomi syariah dengan praktik pembiayaan
usaha kue tradisional Sarikung yang dilaksanakan oleh Bank Sulselbar Syariah Cabang Selayar. Secara
metodologis, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata, tindakan, dan perilaku yang diamati sehingga mampu memberikan
pemahaman yang mendalam mengenai implementasi pembiayaan syariah. Selain itu, penelitian ini
menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) melalui kajian terhadap Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis
Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini juga
menerapkan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan mengkaji konsep dan prinsip hukum
ekonomi syariah berdasarkan pandangan para ahli.

Penelitian dilaksanakan di Bank Sulselbar Syariah Cabang Selayar yang beralamat di Jalan
Jenderal Sudirman, Kota Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai lembaga keuangan yang
menyalurkan pembiayaan kepada pelaku usaha kue tradisional Sarikung, serta di sentra produksi kue
tradisional Sarikung yang berada di Kecamatan Benteng dan Desa Bontobangun, Kecamatan
Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa
kedua lokasi tersebut merupakan pusat pelaksanaan pembiayaan dan aktivitas usaha yang menjadi objek
penelitian. Penelitian dilaksanakan selama dua bulan, meliputi tahap persiapan, penyusunan instrumen
penelitian, koordinasi dengan pihak bank dan pelaku usaha, pengumpulan data di lapangan, verifikasi
data melalui member checking, serta penyusunan laporan penelitian.

Subjek penelitian terdiri atas pihak pengelola atau pejabat Bank Sulselbar Syariah Cabang Selayar
yang menangani pembiayaan usaha mikro serta pelaku usaha kue tradisional Sarikung yang memperoleh
pembiayaan dari bank tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur,
observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme
pembiayaan, penerapan akad syariah, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Observasi
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dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pembiayaan dan aktivitas usaha, sedangkan
dokumentasi digunakan untuk memperoleh data berupa arsip, dokumen pembiayaan, akad, laporan,
serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan yang meliputi reduksi data, yaitu proses
memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang diperoleh dari lapangan; penyajian data, yaitu
menyusun hasil penelitian dalam bentuk uraian deskriptif agar mudah dipahami dan dianalisis; serta
penarikan kesimpulan, yaitu menginterpretasikan seluruh data untuk menilai kesesuaian praktik
pembiayaan usaha kue tradisional Sarikung dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Untuk
menjamin keabsahan data, hasil penelitian diverifikasi melalui teknik triangulasi sumber dan member
checking sehingga temuan penelitian memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi.

HASIL

Penerapan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Praktik Pembiayaan
Usaha Kue Tradisional Sarikung

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bank Sulselbar Syariah Cabang Selayar,
mekanisme pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha kue tradisional Sarikung
dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu pengajuan permohonan pembiayaan oleh
nasabah, pemeriksaan kelengkapan administrasi, survei kelayakan usaha, analisis kemampuan
usaha dan pembayaran, penentuan jenis akad yang digunakan, hingga proses pencairan dana
pembiayaan. Seluruh tahapan tersebut dilakukan sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-
hatian (prudential banking) yang menjadi salah satu dasar dalam operasional lembaga keuangan
syariah. Selain memperhatikan aspek kelayakan usaha, pihak bank juga mempertimbangkan
kemampuan nasabah dalam mengelola pembiayaan sehingga dana yang disalurkan benar-benar
dimanfaatkan untuk kegiatan usaha produktif. Informan menjelaskan bahwa pemilihan akad
disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan nasabah dan jenis usaha yang dijalankan sehingga
pembiayaan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang adanya unsur
riba, gharar, dan maisir (Hasil wawancara dengan Account Officer Bank Sulselbar Syariah
Cabang Selayar, [tanggal wawancara]). Temuan tersebut sejalan dengan pendapat Antonio
(2001) yang menyatakan bahwa pembiayaan syariah harus dibangun atas dasar akad yang jelas,
adil, transparan, serta memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Pendapat tersebut juga
diperkuat oleh Karim (2017) yang menegaskan bahwa hubungan antara lembaga keuangan
syariah dan nasabah bukan hanya hubungan kreditur dan debitur, melainkan hubungan
kemitraan yang didasarkan pada prinsip keadilan, tanggung jawab, dan saling menguntungkan.

Hasil observasi di Bank Sulselbar Syariah Cabang Selayar menunjukkan bahwa proses
pembiayaan telah mengikuti prosedur operasional yang telah ditetapkan oleh lembaga. Setiap
calon nasabah diwajibkan melengkapi dokumen administrasi, kemudian dilakukan survei
lapangan untuk menilai kondisi usaha, prospek usaha, serta kemampuan nasabah dalam
mengelola pembiayaan. Setelah tahapan tersebut selesai, petugas bank memberikan penjelasan
mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, mekanisme pembayaran, besaran margin
keuntungan, serta isi akad sebelum dilakukan penandatanganan. Dari hasil pengamatan tersebut
terlihat bahwa prinsip transparansi telah diupayakan dalam setiap tahapan pembiayaan sehingga
nasabah memperoleh informasi mengenai produk yang digunakan. Namun demikian, hasil
observasi juga menunjukkan bahwa tingkat pemahaman nasabah terhadap istilah-istilah akad
syariah masih beragam. Sebagian nasabah memahami tujuan penggunaan akad, sedangkan
sebagian lainnya lebih menitikberatkan pada kemudahan memperoleh modal usaha daripada
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memahami substansi akad yang digunakan (Hasil observasi di Bank Sulselbar Syariah Cabang
Selayar, [tanggal observasi]). Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip syariah
tidak hanya bergantung pada penerapan prosedur oleh bank, tetapi juga memerlukan
pemahaman yang memadai dari pihak nasabah. Temuan tersebut sesuai dengan pendapat
Ascarya (2015) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi pembiayaan syariah
ditentukan oleh kesesuaian akad sekaligus pemahaman para pihak terhadap substansi akad
tersebut sehingga tujuan syariah (magqasid al-syari ‘ah) dapat diwujudkan secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha kue tradisional Sarikung, pembiayaan
yang diperoleh dari Bank Sulselbar Syariah memberikan manfaat yang cukup besar bagi
pengembangan usaha. Dana pembiayaan digunakan sebagai tambahan modal kerja untuk
membeli bahan baku, meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki kualitas produk, serta
memperluas jangkauan pemasaran. Beberapa pelaku usaha juga menyampaikan bahwa
keberadaan pembiayaan syariah membantu menjaga kesinambungan usaha terutama pada saat
permintaan pasar meningkat. Akan tetapi, para pelaku usaha mengakui bahwa pemahaman
mereka mengenai akad syariah masih terbatas sehingga perhatian utama mereka lebih tertuju
pada kemudahan memperoleh pembiayaan dibandingkan memahami perbedaan mendasar
antara pembiayaan syariah dan pembiayaan konvensional (Hasil wawancara dengan pelaku
usaha kue tradisional Sarikung, [tanggal wawancara]). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
literasi keuangan syariah masih menjadi tantangan dalam pengembangan UMKM di Kabupaten
Kepulauan Selayar. Temuan ini sejalan dengan laporan KNEKS (2023) dan OJK (2024) yang
menyebutkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia masih relatif
rendah sehingga diperlukan edukasi yang berkelanjutan agar masyarakat tidak hanya
memanfaatkan produk syariah, tetapi juga memahami prinsip-prinsip yang mendasarinya.
Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pemahaman terhadap akad menjadi unsur penting
karena menentukan sah atau tidaknya transaksi serta menjadi dasar terciptanya keadilan bagi
seluruh pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembiayaan pada Bank
Sulselbar Syariah Cabang Selayar telah mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar hukum
ekonomi syariah melalui penggunaan akad yang sesuai dengan ketentuan syariah, penerapan
asas keadilan, keterbukaan informasi, serta upaya menghindari unsur riba, gharar, dan maisir.
Dari hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa prosedur pembiayaan telah dilaksanakan
sesuai dengan regulasi yang berlaku, namun implementasinya masih menghadapi beberapa
tantangan, terutama terkait peningkatan literasi keuangan syariah, pemahaman nasabah
terhadap akad, dan penguatan pendampingan usaha setelah pembiayaan diberikan. Oleh karena
itu, keberhasilan pembiayaan syariah tidak hanya diukur dari tersalurkannya dana kepada
pelaku usaha, tetapi juga dari sejauh mana pembiayaan tersebut mampu meningkatkan
kesejahteraan nasabah, memperkuat keberlanjutan usaha mikro, dan mewujudkan tujuan
syariah berupa terciptanya kemaslahatan (maslahah) bagi masyarakat. Hal tersebut sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang
menegaskan bahwa penyelenggaraan perbankan syariah harus berlandaskan prinsip syariah,
demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Selain itu, Karim (2017) dan Ascarya (2015)
menegaskan bahwa tujuan utama pembiayaan syariah bukan semata-mata memperoleh
keuntungan finansial, melainkan juga menciptakan keadilan ekonomi, meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan.
Dengan demikian, praktik pembiayaan usaha kue tradisional Sarikung di Bank Sulselbar
Syariah Cabang Selayar menunjukkan adanya implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi
syariah yang cukup baik, meskipun masih diperlukan penguatan dalam aspek edukasi,
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pendampingan, dan peningkatan kualitas pelayanan agar penerapan prinsip-prinsip syariah
dapat terlaksana secara lebih optimal.

Tantangan yang Dihadapi dalam Pembiayaan Kue Tradisional Sarikung oleh
Bank Sulselbar Syariah Cabang Selayar

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan telaah dokumen, penerapan prinsip hukum
ekonomi syariah dalam pembiayaan usaha kue tradisional Sarikung di Bank Sulselbar Syariah
Cabang Selayar pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Namun
demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari faktor
internal lembaga maupun faktor eksternal yang berkaitan dengan karakteristik pelaku usaha dan
kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Selayar. Tantangan-tantangan tersebut tidak hanya
memengaruhi efektivitas penyaluran pembiayaan, tetapi juga berpengaruh terhadap
optimalisasi penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam praktik pembiayaan
usaha mikro. Berdasarkan hasil observasi peneliti selama proses penelitian, sebagian besar
kendala yang muncul berkaitan dengan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai sistem
perbankan syariah, keterbatasan administrasi usaha, serta kondisi wilayah kepulauan yang
menyulitkan proses pelayanan pembiayaan (Hasil observasi di Bank Sulselbar Syariah Cabang
Selayar, [tanggal observasi]).

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat literasi keuangan
syariah di kalangan pelaku usaha kue tradisional Sarikung. Berdasarkan hasil wawancara
dengan Bapak Muhammad Amin, S.E., M.M., selaku Kepala Unit Usaha Syariah Bank
Sulselbar Cabang Selayar, dijelaskan bahwa sebagian besar pelaku usaha, khususnya yang telah
berusia lanjut, masih belum memahami konsep dasar akad-akad syariah seperti murabahabh,
mudharabah, maupun musyarakah. Bahkan, masih terdapat anggapan bahwa sistem
pembiayaan syariah tidak memiliki perbedaan dengan sistem perbankan konvensional karena
sama-sama terdapat kewajiban pembayaran kepada bank. Oleh sebab itu, pihak bank harus
memberikan edukasi secara berulang dengan menggunakan bahasa yang sederhana serta
pendekatan keagamaan agar masyarakat memahami perbedaan antara margin keuntungan
dalam akad syariah dengan bunga pada sistem konvensional (Hasil wawancara dengan Bapak
Muhammad Amin, S.E., M.M., Kepala Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar Syariah Cabang
Selayar, [tanggal wawancara]). Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan
Ibu Murniati sebagai pelaku usaha kue tradisional Sarikung yang mengaku masih ragu
menggunakan pembiayaan syariah karena belum memahami mekanismenya secara utuh.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah masih menjadi
kendala utama dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah di Kabupaten Kepulauan Selayar.
Temuan ini sejalan dengan laporan KNEKS (2023) dan OJK (2024) yang menyatakan bahwa
tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia masih relatif rendah sehingga
diperlukan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat.

Selain literasi keuangan, keterbatasan agunan juga menjadi hambatan penting dalam
proses pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arfan Hidayat, S.E., selaku
Account Officer Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar Cabang Selayar, dijelaskan bahwa
sebagian besar pelaku usaha kue tradisional Sarikung merupakan usaha mikro yang belum
memiliki aset bernilai ekonomis sebagai jaminan pembiayaan. Meskipun demikian, pihak bank
berupaya mengatasi kendala tersebut melalui pemanfaatan program penjaminan kredit
pemerintah, penilaian terhadap kelayakan usaha (going concern), serta penggunaan agunan
milik anggota keluarga apabila memungkinkan (Hasil wawancara dengan Bapak Arfan
Hidayat, S.E., [tanggal wawancara]). Hasil wawancara dengan Bapak Kamaluddin sebagai
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penerima pembiayaan juga menunjukkan bahwa bantuan program penjaminan pemerintah
menjadi solusi yang memudahkan dirinya memperoleh pembiayaan meskipun tidak memiliki
aset yang memadai sebagai jaminan. Temuan ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam
pembiayaan syariah telah diupayakan melalui pemberian akses pembiayaan yang lebih inklusif
tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian (prudential banking).

Tantangan berikutnya adalah lemahnya pencatatan keuangan usaha yang dimiliki
sebagian besar pelaku usaha kue tradisional Sarikung. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian
besar pelaku usaha belum memiliki sistem pembukuan yang baik sehingga bank mengalami
kesulitan dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan. Bahkan, beberapa pelaku usaha
hanya mengandalkan ingatan tanpa mencatat transaksi penjualan maupun pengeluaran usaha
secara sistematis. Kondisi tersebut menyebabkan petugas bank harus melakukan survei
lapangan secara lebih mendalam dengan mengamati aktivitas usaha, mewawancarai pemasok
dan pelanggan, serta memperkirakan arus kas usaha secara langsung (Hasil wawancara dengan
Bapak Arfan Hidayat, S.E., [tanggal wawancara]). Hasil observasi peneliti juga menunjukkan
bahwa sebagian besar usaha Sarikung masih dikelola secara tradisional sehingga administrasi
usaha belum menjadi perhatian utama. Temuan ini memperlihatkan bahwa peningkatan
kapasitas manajemen usaha menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan
pembiayaan syariah.

Dari sisi internal bank, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di
bidang ekonomi syariah juga menjadi tantangan tersendiri. Berdasarkan hasil wawancara
dengan Kepala Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar Cabang Selayar, tidak seluruh pegawai
memiliki latar belakang pendidikan ekonomi syariah sehingga peningkatan kompetensi
dilakukan melalui pelatihan dan sertifikasi yang diselenggarakan oleh OJK maupun lembaga
terkait (Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Amin, S.E., M.M., [tanggal
wawancara]). Selain itu, kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai wilayah
kepulauan menyebabkan proses survei, monitoring, dan pendampingan nasabah memerlukan
biaya operasional yang lebih besar serta bergantung pada kondisi transportasi laut dan cuaca.
Tantangan tersebut berdampak pada belum meratanya akses pembiayaan syariah bagi pelaku
usaha yang berada di pulau-pulau terluar.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya persaingan yang cukup kuat antara Bank
Sulselbar Syariah dengan lembaga keuangan nonformal seperti koperasi simpan pinjam,
rentenir, maupun pemberi pinjaman berbasis hubungan kekeluargaan. Berdasarkan hasil
wawancara dengan Ibu Hj. Rahmawati, proses pencairan dana pada lembaga nonformal dinilai
lebih cepat dan sederhana meskipun biaya pinjamannya jauh lebih tinggi dibandingkan
pembiayaan syariah. Selain itu, fluktuasi harga bahan baku utama, seperti kelapa dan gula
merah, turut memengaruhi kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban angsuran.
Hasil wawancara dengan lIbu Sitti Hadijah menunjukkan bahwa kenaikan harga bahan baku
sering menyebabkan keuntungan usaha menurun sehingga memengaruhi kelancaran
pembayaran angsuran. Dalam kondisi tersebut, pihak Bank Sulselbar Syariah memberikan
pendekatan persuasif melalui komunikasi dan solusi restrukturisasi yang tetap mengedepankan
prinsip kemaslahatan (Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Rahmawati dan Ibu Sitti Hadijah,
[tanggal wawancara]).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan pembiayaan usaha
kue tradisional Sarikung dapat dikelompokkan menjadi tantangan internal, yaitu keterbatasan
sumber daya manusia, jaringan pelayanan, dan prosedur pembiayaan, serta tantangan eksternal
yang meliputi rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan agunan, lemahnya pembukuan
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usaha, kondisi geografis wilayah kepulauan, persaingan dengan lembaga keuangan nonformal,
dan fluktuasi harga bahan baku. Walaupun demikian, Bank Sulselbar Syariah Cabang Selayar
terus berupaya mengatasi berbagai kendala tersebut melalui edukasi kepada masyarakat,
pemanfaatan program penjaminan pemerintah, peningkatan kompetensi pegawai, serta
pemberian pendampingan kepada pelaku usaha. Upaya tersebut menunjukkan adanya
komitmen bank dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah secara konsisten
untuk mendukung keberlanjutan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Kabupaten Kepulauan Selayar.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan,
dan telaah dokumen, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam
praktik pembiayaan usaha kue tradisional Sarikung di Bank Sulselbar Syariah Cabang Selayar telah
dilaksanakan dengan cukup baik. Mekanisme pembiayaan menggunakan akad murabahah, mudharabah,
dan musyarakah, dengan akad murabahah sebagai skema yang paling dominan karena dinilai sesuai
dengan kebutuhan modal pelaku usaha dalam pengadaan bahan baku dan peralatan produksi. Praktik
pembiayaan tersebut telah mengacu pada ketentuan syariah, khususnya Fatwa DSN-MUI tentang
Murabahah dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu, prinsip-
prinsip dasar hukum ekonomi syariah, seperti larangan riba, keadilan (‘adalah), transparansi (amanah),
tolong-menolong (ta'awun), serta kehalalan objek transaksi telah diterapkan dalam proses pembiayaan.
Hal tersebut tercermin dari penggunaan sistem margin tetap tanpa bunga, keterbukaan informasi
mengenai akad dan kewajiban nasabah, pemberian restrukturisasi bagi nasabah yang mengalami
kesulitan, serta adanya pendampingan usaha dan program literasi keuangan syariah yang mendukung
keberlanjutan usaha mikro.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi pembiayaan syariah masih
menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Tantangan yang
paling dominan meliputi rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku usaha, keterbatasan
agunan yang dimiliki nasabah, lemahnya sistem pembukuan usaha, keterbatasan sumber daya manusia
yang memiliki kompetensi di bidang perbankan syariah, serta kondisi geografis Kabupaten Kepulauan
Selayar yang menyebabkan proses survei, monitoring, dan pendampingan pembiayaan menjadi lebih
sulit. Selain itu, Bank Sulselbar Syariah juga menghadapi persaingan dengan lembaga keuangan
nonformal yang menawarkan proses pembiayaan lebih cepat, serta fluktuasi harga bahan baku yang
memengaruhi kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban angsuran. Berbagai kendala
tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi pembiayaan syariah tidak hanya ditentukan
oleh kesesuaian akad dengan prinsip syariah, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan
karakteristik usaha mikro yang menjadi sasaran pembiayaan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembiayaan usaha kue tradisional
Sarikung di Bank Sulselbar Syariah Cabang Selayar telah mencerminkan implementasi prinsip-prinsip
hukum ekonomi syariah dan memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan UMKM serta
pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar. Meskipun demikian, peningkatan
kualitas implementasi masih diperlukan melalui penguatan literasi keuangan syariah, peningkatan
kompetensi sumber daya manusia perbankan, penyederhanaan akses pembiayaan, penguatan sistem
pendampingan usaha, serta perluasan jangkauan layanan kepada pelaku usaha di wilayah kepulauan.
Dengan upaya tersebut, diharapkan pembiayaan syariah tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan
terhadap hukum Islam, tetapi juga mampu mewujudkan kemaslahatan, keadilan ekonomi, dan
keberlanjutan usaha mikro sebagai bagian dari pembangunan ekonomi daerah.
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